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KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSATENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mengemban tugas Jabatan Gubemur dan Wakl Gubemur
Nusa Tenggara Barat yang memiliki tanggung jawab besar dan strategis
dblam melbksanakan tugas pemerihtahan, pembangunan dbn
kemasyarakahn, Gubemur dan Wakil Gubernur memerlukan sbhrslkondisi
kesehatan yang memadai baik secara jasmaniah dan rohaniah;

b. bahwa status kesehatan Gubernur dan Wakil Gubemur tersebut pada huruf
a, harus dinyatakan oleh tim medis yang profesional dan imparsial yang
dibentuk scar-a resrni.dan.khusu.s yang anggotanla terdiri dari para,dokter
ahli yang kompeten dan memiliki kedibilitas tinggi di lingkungan
profesinya;

c bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan
Pedoman Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan Rohani
Pasangan Bakal calon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Nusa Tenggara Barat

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 23 Tahun 1992 Tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara No. 3839)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 tentang Parti
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a801);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Untrdng-Untrdng filomor 10" Tatrun 2006 ffing ffipan Muran
Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Repuhltk Indonesia Flomor a631);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
92" Tambahan Lemharan Negara Repuh,ik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2AA4 tenbng
Pernerinhhan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undanE
Nomor 8 Tahun 2005 tenbng Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Abs
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Entang Pemerintahan Daerah
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Memperhatikan

Hene6p,<ar

PERTAMA

KEDUA

rnenffi umfangr-undang (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4s4B);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun ZOOI tentang
6. Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 59n Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhenuan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah,
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25
T.ahun 2007 tentang Ferubahan K€drra atas Peraturan Fer.nerintah Nornor 5
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4719);

8. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang pola organisasi dan
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode
Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang pedoman
Tata Ke[a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungubn Suara, dan Kelompok Penyelengggara pemunguhn
Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang pedoman
Tatacara Penbakal calon an Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

12. Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26
Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.8 Tahun 2008
tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa
Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

1 Rapat koordinasi dan konsulhsi antara KPU Provinsi NTB dengan Dinas
Kesehatan Provinsi NTB, IDI NTB, RSUD Mataram, RS Bhayangkari dan RSI
Mataram tanggal 6 Desember 2007.

2 nasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pedoman Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Jasmani dan
Rohani Pasangan calon Gubemur Dan Wakil Gubemur Dalam Pemilihan
Umum Gubemur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;

Pedoman sebagaimana yang dimaksud dalam DiKum PERTAMA,
ffisudkdn untuk rTrernberikdn pnduan'kepda TTm fenreriksa ffiam
melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan kesehatan jasmani dan
rdrani bakal calon Gubernur dan bakal Wakil Gubemur sehingga calon
Gubemur dan Wakil Gubemur yang dapat diajukan sebagai Pasangan
olon Gubemur dan Wakil Gubernur adalah calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa dan hasil
penilaian Tim Penilai; diryatakan telafi memenr:rhi syarat Bsrnant dan'
rohani untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewajiban sebagai
Gubemur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;

Pedoman Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan lasmani dan Rohani
Pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur, disusun dengan
sistemaUka:
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KEEMPAT

KEUMA

KEENAM

1. Pendahuluan
2, Tujuan Pemeriksaan
3. Prinsip dan Protokol pemeriksaan
4. Tempat, WaKu dan Biaya pemeriksaan
5. Tatalaksana Perneriksaan Kesehatan
6. Penyimpulan dan Pelapran

Pedoman pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani pasangan calon
Gubernur dan wakil Gubernur adalah sebagaimana terlampir dalam
Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pengaturan png lebih rinei, lengkap dan sesuai tehr*s rnedis; dapat
ditentukan lebih lanjut oleh Tim pemeriksa dan Tim penilai

Keputusan ini mulai berlaku rejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diada[an perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MATARAM
PADA TANGGAL}4 MARET 2OOB

UMUM
BARAT

FIKRI

J



Lampitian :' Keputusafi KomBi pemililTarr tjmum movmsi'Ftusa TenggEra Batff
Nomor 34 Tahun 2008
Tanggal 24 Maret 2008

PEDOMAN TEKNIS
PEMERIKSAAN DAN PET{IIAIAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

BAKAI CALOfT GI'EERITI'R DAIT IYAKII GI'ETRNIJR DALAITI PEITIITI' GI'BERHI'R
DAN II'AKTL GUBERNUR NUSATENGGARA BARATTAHUN 2OO8

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Gubemur dan Waf,ct Guftmur Nusa TengrgEra' Bardt (NTB) a.datah' warga negarc pitihan }rdng
nemiliki tanggung jawab yang besar sehingga memerlukan kondisi kesehatan teftentu agar mampu
melaksanakan tugas-tugasnya, demi kepentingan negara dan bangsa.
Bahwa kondisi kesehtan yang dibutuhkan oleh pengemban jababn Gubernur dan Wakil Gubernur NTB
bukan saja harus bebas dari penyakit, impirment ataupun kecacatan, tebpi setidaknya mereka juga
harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang berarti-din
fidak memitikl penyakit yang dprffien akan nren.gakibattcil kefiilangan kemarnpuian nsn< a"ahm S
(lima) hhun kedepan serta memiliki kesehatan jiwa sedemikian rupa sehingga tidak kehilangan
kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisa, membuat keputusan dan
mengomunikasikannya, termasuk pula terbebas dari narkotika, obat terlarang dan zat additive lainnya.
Bahwa kondisi kesehatan tersebut harus dinyatakan oleh sebuah tim medis professional dan impartial
(assessing physicians) yang dibentuk secara khusus yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang
kompeten dan memilikt kredtbilitas ttnggr dt ltngkmgan profe$nya.

Dasar Hukum.

Pasal 58 huruf e Undangr-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa calon
Gubermr dan \t\fiakit GuHmur a"dafalr wErga MegEftr Repubilik Indonesta !6ng memefiuhi syarat s€fiat
rohani dan jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
Pasal 58 huruf I Undangr-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga menyatakan bahwa calon Gubernur dan
\tt/akil Gubernur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tidak pemah
melakukan perbuatan tercela.
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyatakan bahwa
kesefiata'n adafah keadaan s.,'}ahtera darr ffi.dan; Jhra, daTr sosial yang memungkmkan serap omrg
hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Pasal 66 huruf b UndanyUndang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal t huruf c Undang-Undang Nomor
ZZTahun 2007 menyatakan bahwa KPU Provinsi berwenang untuk menetapkan tata cara pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

Z Trrffi PeilErftsaarK€ffirr
Pemeriksaan dan penilaian kesehatan bakal calon Gubemur dan Wakil Gubemur bertujuan untuk

menilai kesehatan para hkal calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sehingga
calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memenuhi persyaratan adalah mereka yang salah satunya harus
memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam arti bebas dari gangguan/disabilihs untuk
melaksanakan h.gas dan kewajiban sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

3. Prinsip dan Prctokol Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan bakal calon Gubernur dan Wakil
Gubernur serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan
menjalankan tugas dan kewajibannya. PemeriKaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
p€mefiksan kesetatan flng mellTenuht p€rsyaEtan otletcif itmiafi hertanda'skan imu l(edokteTan rer&rgts
bukfr (Evidence fud mdicine).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan Protokol yang sesuai dengan standar profesi
kedokteran meliputi pemeriksaan sebagai berikut (daftar berikut bukan urutan pemeriksaan):
t. Anamnes dan riwayat kesehatan.
2. Pemeriksaan Psikiatrik.
3. Pemer$caarl ]a$nant:

a. Intema;
b. Jantung dan Pemhrluh darah;
c. Paru;
d. Bedah;
e. Urologi;

a
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I Offo@|
g. Obsteti gitEk@i;
h. Saraf;
i. Mata;
j. Gigi;
k. Telinga, hidung, dan tenggorokan;
L Kufit dan keEmin.

4. PemeriksaanPenunjang
a. UltaetwnfraMonen
b. El*to Kardiqrafi hn Ttdniil T6t
c. El@kadiqafi hn Dopler lGmtis
d. Foto Rontgen Thonk
e sfioilretl
t . Audiomehi (bila diperlukan)
9. MRI/CT nn ( bila diperlulon)
h. USG Tnnsyaginal (bila diperlukan)
i. Mammqrafilusc payudara (bila diperlukan)
j. EEG (bila diryrtukn)

5. pemeilksaan LaboGtortum :
a. Pemeriksaan darah dan urine :

i. Hematologi lgngkap
ii. Uinana lisis lgngk€/p
iii. test faal hat
iv. Test faal ginjal
v. Profilw
vi. Metabdisme karbohidrat
vii. HIV/AIDS
viii. HBs.Ag.

b. Tumor marker (atas indikasi)
c. Narkotika, obat terlarang dan zat additive lainnfd
d. Hpsfi@r (bagf b6rd caton perempuan).

4. Tempat, Waktu dan Biaya Pemeriksaan Kese*Etan

a. Tempat Pemeriksaan

Unit Mdical Chffl< Up RSUD Mataram.

b. watftr refiqlksilafi
Ditentukan lebih lanjut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB berdasarkan masukan dari
Tim Pemeriksa antard bnggal 31 Maret yd 30 April 2008.

c, Biaya Pemeriksaan

Seluruh tliaya pemeriksaan kesetptan dibebanlcn kepada setiap bakal calrn Gubernur dan bakal calon
Wakil Gubemur sesuai dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh f-im pemeriksa.

6. Tatalaksana Pemeriksaan l(€sehatan

A. Persiapan Sebelum Pemeriksaan
1. KPU Provinsi NTB menginformasikan kepada ParpofPublil(Halayak mengenai pemeriksaan

kes€haum batal (aton Gubemur dail WEkit Gubemur sebagai hgian (hrt sfarat p€n'dafraran
pas.rngan calon Gubernur dan Wakil Gubemur yar€ didalamnya terdapat:
a. Tujuan Perneriksaan kesehatan;
b. Prinsip dan protocol pemeriksaan kesehatan
c. Penyimpulan dan pelaporan

2. KPU Provinsi NTB meminb kepada setiap bakal calon Gubemur dan Wakil Gubemur untuk
mempetsiaptGn (bEl rlwardt k#hatan hinggE saat pemeffisaan (J o ada);

3. KPU Provinsi NTB mengundang para bakal calon Gubemur dan Wakil Gubemur untuk mengikuti
pemeriksaan kesehatan, dan menginformasikan :

a. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan;
b. Mempersiapkan diri sesuai dengan Protokol;
c. Puasa mulai pukul 20.00 wita sehari sebelumnya dan hanya diperkenankan minum air

putflVbhs.t
d. Pada pukul 06.30 Wita bakal calon diminta minum air putih sebanyak 2 (dua) gelas dan

kemudian tidak buang air kecil sampai saat pemeriksaan.
e. Bagi para bakal calon Gubemur dan bakal calon Wakil Gubemur perempuan agar tidak

berhubungan seksual sejak 3 (tiga) hari sebelum hari Wmefrl<sr.an ppsmar;
f. Pendamping atau pengantar hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu.
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B. P€laKafiaanpem€fltGnan
1. Para bakal calon Gubemur dan Wakil Gubemur Uba di RSUD Mataram pukul 07.30 wita pada hari

sesuai derEan jadwal yang diatur oleh KPU Provinsi NTB dengan membawa surat pengantar dari
KPU Provinsi NTB:
a. Tim Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para bakal calon Gubernur dan bakal calon

Wakil Gubernur ;
b. Satuan pengamanan

2. Para bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubemur dipersilahkan masuk ke ruang tungEu
VIP, dan kemudian dipersilahkan untuk berganti pakaian di kamar ganti. Para bakal calon akan
didampingi oleh perawat;

3. Di ruang tunggu VIP para bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubemur :

a' Menerima penielasan tentang Protokol pemeriksaan dari Ketua atau salah satu Anggota Im
Pemeflksa;

b. Meflandatangani formulir persetujuan perneriksaan kes€habn;
c. Menandabngani persefujuan bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada KpU

Provinsi NTB;
d' Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan fiika ada);4. Lama pemeriksaan diperkirakan berlangsung 7 (tujuh) jam;

5. Protokol p€mertt(sam kesfiautn dltentukan lebih ranM otet Tim pemerft(sa;

6. Para bakal calon Gubemur dan Wakil Gubemur menerima Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan
Kesehatan;

7. Para bakal calon Gubemur dan bakal calon Wakil Gubemur diberitahu kemungkinan adanya
pemeriksaan lanjutan.

7. Penyimpulan dan pelapomn

Sebagaimana disebutkan terdahulu, mamgr secara jasmani dan rohani dalam arti memiliki kondisi
keselEtan jasmani dan rohani yang bebas dari disatilitas yaiu/ suaur keadaan kesehatan yang dapat
menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Gubemur
dan Wakil Gubernur.
Disabilitas adalah sebagai berikut :

1. Disabilitas dalam kesehatan jiwa:
a. Mengidap Psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan nd dengan gambaran Psikotilt gangguan

Waharn rIErEtap, ganglta,n gikotik akut, dsb);
b. Mengidap Neurosa beraq
c. Mengidap Retardasi mental maupun ganguan intelektual lain (misalnya penurunan daya ingBt

seperti pada mininal cqnitive impaimen1;
d. Mengidap garEuan kepribadian;

2. Disabilitas dalam kesehabn jasmani :

a. Sist€m saraf:
i. Disabilitas motorik sehingga Udak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
ii. Disabilibs sensorik; keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
iii. Disabilitas koordinasi;
iv, Gangguan memori, demenua;
v. Gangguan fungsi eksekutif;
vi. Ganguan kornt-nikasi verbaf

C. Tata Cara Peft'liatdn Ffa$t pemertksaan l
1. Rapat Pleno Tim Pemeriksa Kesehabn dilakukan setelah selesainfa seluruh hasil pemeriksaan

kesehatan oleh 'l'im Pemeriksa.
2. Masingimasing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk dibahas oleh seluruh

anggota rapat pleno;
3. Hasil Rapat Pleno Tim Pemerika selanjutnya disampaikan pada Rapat Pleno Tim penilai

K€s€hatan;
4. Rapat Pleno Tim ttnihi Kesehabn harus dihadiri oleh seluruh anggota -l'im.

5. Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno Tim Penilai Kes€habn:
6. Kesimpulan adanya gangguan/disabilitas dilakukan berdasarkan bukt.i (evidence fud1 MnlaEU

konsensus ilmiah.
7. Hasil Pemeriksaan kesehatan dan kesimpulannya dibuat 3 (tiga) rangkap, dibndatangani oleh

Ketua Tim Pemerlksa dan Ketrit Tim renflai Kesehatan da drsampailGn kepatrd Fasangan Calon,
KPU Provinsi NTB dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.

8. Penyampaian hasil penilaian pemeriksaan kesehatan disampaikan oleh Ketua Tim Penilai
Kesehatan kepada KPU Prov. NTB selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya Rapat pleno
Tim Penilai Kesehatan.

9. Hasil Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa bersifat final dan hasil
Pem€flksaan ini ticlak dapat dlpertefltangf,Gn dengan lTasll p€mefiksaan fain dituar }rang dilakukEfl
Tim Pemeriksa.
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b. Sistem Jantung dan Pembuluh darah :

i. Gangguan jantung/pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek
yang tinggi;

ii. Crangguan lcardiouaskular simtomatikyang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi
bedah ahu non bedah;

iii. Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah;
c. Sistem Pemafasan :

Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50 o/o;

d. Bidang pengdihatan sbb:
i. Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan atau tajam

penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk darijaeger 2 pada mate terbaik;
ii. Lapang pandangan kurang dari 50 o/o ldtre tidak dapat dikoreksi;
iii. Diplopia pada posisi sentral 30o yang tidak dapat dikoreksi;

e. Bidang telinga, hidung, tenggorokan CfnD;
i. Tuli fdnE ffi dapt dikoreksi dengan alat bantu dengar;
ii. Disfonib (gangguan suara) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi

verbal;
f. System hati dan pencemaan : ganguan fungsi hati berat (Dekomfensasi hati)
g. Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih) : ganguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci

darah ( He mdia lis is kru n i k)
h. Sistem f,ftiskuloskefed (atat ger*) ; ganguan fungsi fvtuskuloskeleffircng tidak daffi dikoreksi;
i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Kesimpulan Pemeriksaan kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Jika pada bakal calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan " memenuhi svant
ksehabn jasmani dan rohani untuk melalcsnakan tugas dan kewajibn seMgai
Guffinw 61 1WkII Gawnar firTR" .

2. Jika pada bakal calon ditemukan salah satu disabilitas, maka ia dinyatakan " tfulak memenuhi swnt
kwlnbn iasmani dan ruhani untuk melaksnakan frgas dan kewajibn sebagai
Gabernurdan Wakil Gubemur NTB ".

Keterangan hasil Pemeriksaan kesehatan merupakan pendapat dari Tim Penilai yang disampaikan kepada
KPU Prov. NTB un-tuk dg'adikan pertimbangail dalam penentuan pemenuhan syarat bakat calon.
Dalam kaitan dengan kriteria rahasia kedokteran, rekam medis hasil pemeriksaan kesehatan menjadi arsip
dan disimpan di Rumah Sakit tempat pemeriksaan, sedangkan kesimpulan hasil pemeriksaan dikirimkan
kepada KPU Prov. NTB dan menjadi hnggung jawab KPU Prov. NTB

Demikian Pedoman ini disusun untuk menjadi dasar-dasar dan kriteria pemeriksaan terhadap bakal calon
Gubemur dan bakal' calon \fi/akil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Barct Tahun 2008.
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